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Abstrak 
 

Perjanjian bagi hasil ternak di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan dikenal 
dengan nama maro yaitu merupakan suatu sistem perjanjian pemelihaaan ternak sapi dengan 
menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dengan berdasarkan kemitraan bagi hasil 
dan bagi hasil anak. Kemitraan Bagi hasil adalah suatu sistem yang pembagianya dalam bentuk uang, 
sedangkan kemitraan bagi hasil anak adalah suatu sistem yang pembagianya dalam bantuk hewan 
ternak/anak sapi. Perjanjian bagi hasil di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten 
asahan ini dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan dengan dasar kepercayaan, yang mana 
pelaksanaan perjanjian ini tidak melibatkan hukum tertulis yang nantinya akan rentan adanya 
permasalahan antara kdua belah pihak yang didasarkan atas kelalaian, kesalah pahaman serta tidak 
memenuhi prestasi. Adapun permasalahan yang sering terjadi pada saat pemeliharaan dan pada saat 
pembagian hasil.  Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pejanjian 
di desa tanah rakyat kecamatan pulo bandring kabupaten asahan, apa masalah yang sebenernya 
dihadapi dalam melakukan pejanjian bagi hasil serta menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian 
ketika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa yang para pihak tempuh 
ketika tejadi masalah dalah dengan cara bermusyawrah keluarga atau berdamai. Namun terkadang 
sanksi dapat dibebankan kepada pemelihara ketika ia  tidak dapat  membuktikan bahwa sapi tersebut 
mati. 
 
Kata Kunci: Pejanjian bagi hasil, kendala, penyelesaian sengketa 
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1. PENDAHULUAN 
Menurut  Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 Ternak merupakan hewan piara, yang 

kehidupanya yakni mengenai tempat, perkembangbiakanya serta manfaatnya diatur dan di 
awasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa 
yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Ternak sapi merupakan salah satu ternak 
yang produksi utamanya adalah daging, susu dan kulit. Usaha ternak sapi akhir-akhir ini telah 
memperlihatkan perkembangan yang pesat dan memberikan sumbangan ekonomi yang 
sangat besar. 

Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 adalah merupakan undang-undang yang mengatur 
tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan, yang mana mengatur 
tentng tatacara pembagian hasil ternak. Terlepas dari Undang-Undang No 6 Tahun 1967, 
bahwa perjanjian bagi hasil ternak dalam hukum islam merupakan suatu transaksi yang 
diperbolehkan, yang mana perjanjian ini telah lama diperaktekan oleh umat islam sejak masa 
Rasulullah SAW. Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling 
tolong menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama. Dalam islam terdapat 
jenis mu'amalah salah satunya yaitu praktik bagi hasil yang berlandaskan pada aspek tolong-
menolong. Praktik bagi hasil dalam mu'amalah disebut dengan mudarabah, manusia dalam 
pergaulan hidupnya tetap saling membutuhkan satu sama lainnya. baik menyangkut 
hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya. Allah menerangkan dalam surat al-maidah ayat 1 
yang artinya : 

''Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu' di halalkan bagimu binatang 
ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya''. (QS; Al-Maidah Ayat 1). Ayat 
tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan hewan ternak bagi manusia untuk dan 
dikonsumsi bagi umat manusia, demikian juga dengan memelihara ternak secara berkongsi 
dengan orang lain.  

Pada hidup keseharian (khususnya orang) pasti terikat dengan pihak lain. Memulai 
perikatan itulah kebutuhan hayatinya, relatif lebih mudah dipenuhi ketimbang dilaksanakan 
secara sendirian tanpa kerjasama dengan anggota masyarakat lainnya. interaksi antara 
anggota kelompok, sudah merupakan pola hidup manusia yang bercorak sebagai zoon 
politicon. Lewat interaksi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah tidak 
mungkin terhindarkan, baik dalam memperoleh kebutuhan sandang, pangan, papan dan tidak 
terkecuali urusan regenerasi. Seperti Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring 
Kabupaten Asahan yang berjumlah penduduk 3771 jiwa, diantaranya 1937 laki-laki dan 1834 
perempuan yang terdiri dari 15 dusun dan 1.079 kepala keluarga, Desa Tanah Rakyat ini 
berada di tengah-tengah perkebunan bakrie atau PT BSP yang itu jauh dari perkotaan, 
berbatasan dengan beberapa desa tetangga yaitu : sebelah barat berbatas dengan Desa 
Buntu Pane Kecamatan Setia Janji sebelah timur berbatasan dengan Desa Sei Renggas 
sebelah selatan berbatasan dengan dengan Desa Sei Silau Timur dan sebelah timur 
berbatasan dengan Desa Sidodadi, sebagian besar mata pencarian masyarakatnya adalah 
dengan berternak sapi dan membuat batu bata. Oleh karena itu, begitu sangat menunjang 
untuk melakukan perjanjian pemeliharaan ternak sapi dengan melakukan sistem bagi hasil 
ternak. Masyarakat yang melaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak dengan cara bagi hasil 
ini sekitar 40 persen dari jumlah kepala keluarga. Namun tak semua sesuai harapan banyak 
yang mengalami kerugian dan tak jarang juga yang saling menguntungan.  

Realita di dalam masyarakat, banyak pelaku usaha yang memiliki modal tapi tidak 
memiliki keahlian dan waktu untuk menjalankan usaha nya, namun ada juga yang tidak punya 
modal untuk usaha tetapi memiliki keahlian dan waktu untuk menjalankannya. Maka dari itu 
setiap manusia saling tolong menolong dan berkerjasama untuk menjalankan suatu usaha, 
bisnis dan kebutuhan hidup mereka. demikian juga seperti di Desa Tanah Rakyat Kecamatan 
Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini sebagian besar masyarakatnya peternak sapi. 
Masyarakat desa tanah rakyat banyak yang melakukan kerjasama dalam pemeliharaan 
ternak sapi dengan kemitraan bagi hasil dan bagi hasil anak.  
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Kemitraan perjanjian bagi hasil ternak sapi ini dilakukan oleh masyarakat yang memang 
sebelumnya pernah melakukan perjanjian pemeliharaan ternak sapi ini. Perjanjian ini sudah 
menjadi turun temurun di desa ini dengan cara satu ekor atau beberapa ekor sapi betina dan 
jantan yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat. Menurut tokoh 
masyarakat tentang perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil ini juga banyak 
menuai permasalahan baik dari pihak pemilik sapi/pemilik modal atau pemelihara sapi 
sebagai pemegang amanat. Dan benar bahwa permasalahan yang ada diperjanjian ini 
merugikan salah satu pihak baik si pemilik sapi/pemili modal. Adapun Permasalahan didalam 
perjanjian bagi hasil ternak ini adalah ketika sapi lahir pertama kali hidup dan lahir kedua 
kalinya mati maka kerugian dan ketidakadilan terbeban kepada si pemelihara sapi, begitu juga 
sebaliknya ketika ternak mati saat dalam proses pemeliharaan maka kerugian terbeban 
kepada si pemilik ternak dan masalah yang selanjutnya adalah ketika pemelihara sapi tidak 
menjalankan kewajibanya dengan baik. 
 
2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana bertujuan untuk menganalisis 
permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan (yang merupakan data 
sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian hukum bersifat untuk 
mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana 
keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan 
tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan 
keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-
kesimpulan yang berlaku secara umum. 

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam, data primer, data 
sekunder, dan data tersier yang terdiri dari Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-
Qur-an dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim 
disebut pula sebagai data kewahyua. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari hasil 
wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat seperti: Kepala Desa, tokoh masyarakat dan 
masyarkat yang melakukan perjanjian untuk menanyakan langsung bagaimana pelaksanan 
perjanjian bagi hasil pada ternak sapi Di Desa Tanah Takyat Kecamatan Pulo Bandring 
Kabupaten Asahan yang berkaitan dengan pemenuhan perjanjian bagi hasil tersebut.Data 
sekunder yaitu data yang relevan dengan materi yang akan diteliti sepertidokumen-dokumen 
resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil dan 
penelitian terdahulu 

 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil mereka mengadakan kerjasama dengan pihak 
lain untuk dapat berlangsungnya perjanjian bagi hasil tersebut. Di Desa Tanah Rakyat 
Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan salah satu bentuk perjanjianya adalah bagi 
hasil dan bagi hasil anak ternak sapi, dimana sistem bagi hasil dilakukan dengan memberi 
modal awal kepada pemelihara ternak, ketika sapi sudah dewasa dan akan dijual maka modal 
awal akan kembali kepada si pemodal atau si pemilik sapi, untuk pembagian biasanya dalam 
bentuk uang. Sedangkan secara bagi hasil anak pembagiannya adalah dalam bentuk hewan 
ternak, dengan cara ketika sapi melahirkan anak pertama maka sapi tesebut milik si pemilik 
sapi dan begitu juga ketika sapi melahirkan anak untuk kedua kalinya aka anak sapi milik si 
pemelihara sapi. 

Berkanaan dengan itu perjanjian bagi hasil di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo 
Bandring Kabupaten Asahan, para pihak yang melakukan perjanjian biasanya memiliki 
hubungan saudara, karena perjanjian bagi hasil ini bersifat tolong menolong.Namun dengan 
begitu tidak jarang pelaksanaan perjanjian bagi hasil berjalan sesuai dengan keinginan para 
pihak, sering juga didalam suatu perjanjian yang dilakukan para pihak tidak berjalan dengan 
baik.  
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Dalam pelaksanan perjanjian bagi hasil biasanya yang melakukannya adalah orang-
orang yang ekonominya terbilang lumayan, ataupun orang yang memiliki hewan ternak tetapi 
tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurusnya. Sehingga pemilik sapi menyerahkan 
ternaknya kepada orang lain yang memiliki kemampuan dan waktu untuk memeliharanya 
dengan dilandasi perjanjian bagi hasil ternak ataupun bagi hasil anak (maro) ternak yang 
bertujuan agar mendapat keuntungan tanpa harus memeliharanya sendiri dan si pemelihara 
juga mendapat keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal. Namun dalam pelakasanaan 
perjanjian ternak sapi secara bagi hasil di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring 
Kabupaten Asahan ini tidak mengikuti amanah pada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2013 
Pasal 20 Ayat (1) yang menganjurkan para pihak untuk melakukanya perjanjianya dalam 
bentuk perjanjian tertulis.  

Menurut wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat terkait dengan pelaksanaan 
perjanjian pemeliharaan ternak secara bagi hasil dan bagaimana bentuk perjanjian yang 
sebenarnya dilakukan Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan 
ini mereka menjelaskan bahwa: '' perjanjian bagi hasil ini sebenarnya suatu perjanjian 
tradisional yang sudah berlangsung cukup lama secara turun-temurun di desa ini, perjanjian 
ini juga sangat mudah dilakukan. pelaksanaan perjanjian ini tidak memakai peraturan 
perundang-undang karena faktor kebiasaan dan teradisi di desa tersebut, hanya memakai 
sistem kekeluargaan untuk melakukan perjanjian ini, jadi mereka melakukan atas dasar 
kesepakatan mereka masing-masing. Maka dari itu banyak masyarakat yang melakukanya 
perjanjian ini. Kebiasaan melakukan perjanjian lisan dilaksanakan atas dasar kepercayaan 
yang dilandasi hubungan para pihak yang melakukan perjanjian. Mekanisme perjanjian bagi 
hasil ternak sapi ini biasanya hanya dengan memberikan ternak dan perjanjian dilakukan 
sesuai kesepakatan kedua belah pihak.  

Pada umumnya pelaksanaan perjanjian pemeliharaa secara bagi hasil dikalangan 
masyarakat Desa Tanah Rakyat ini dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian yang mana 
didalamnya menuai kesepakatan bersama para pihak. Dalam perjanjian tersebut para pihak 
menyepakati isi dari perjanjian yang telah mereka buat, baik dari segi besar kecilnya 
keuntungan yang didapat sampai kepada sanksi yang didapat jika lalai atau melanggar isi dari 
perjanjian yang telah mereka sepakati. 

Ada beberapa faktor yang mendukung antara kedua belah pihak untuk melakukan 
perjanjian yaitu:  

1. Saling mengenal  
Saling mengenal dalam arti bahwa para pihak disini sebelumnya telah mengenal 
dengan baik sehingga kedua belah pihak sudah memahami sifat mereka  masing-
masing yang akhirnya menimpulkan kepercayaan. 

2. Sifat yang jujur  
Bagi masyarakat desa tanah rakyat yang sangat menjunjung tinggi nilai kekerabatan, 
kejujuran itu juga sangat di junjung tinggi. Sifat jujur ini sangat di perlukan dalam 
melakukan perjanjian bagi hasil ternak sapi, terkhusus bagi yang ingin memelihara 
hewan ternak. 

3. Tetangga 
karena berdekatan jarak lokasi rumah antara kedua belah pihak sebagai tetangga 
dapat mempengaruhi kepercayaan mereka untuk melakuan perjanjian bagi hasil 
ternak ini dan keuntungan bila tetangga manjadi salah satu pihak dalam perjanjian 
pemeliharaan ternak sapi ini adalah sewaktu-waktu si pemilik ternak dapat melihat 
ternaknya tanpa harus menempuh jalus transport yang jauh. 

4. Hubungan saudara 
Hubungan saudara juga dapat menyebabkan rasa kepercayan itu timbul, di samping 
karena ingin membantu dan menolong mereka dalam bentuk pekerjaan ataupun 
pendapatan juga saling menjaga hubungan baik dikarenakan kedua belah pihak 
adalah bersaudara. 

Dalam suatu perjanjian pasti ada sedikit banyaknya masalah atau kendala yang dihadapi 
ketika berjalanya perjanjian termasuk tidak memenuhi kewajibanya dengan baik yang 
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menimbulkan hilangnya hak dari pihak lain. Ada beberapa masalah atau kendala yang di 
alamai kedua belah pihak selama berlangsungnya perjanjian tersebut. Dari sudut pandang 
pemilik sapi sebenernya kendala dan masalah itu lebih besar, kenapa? Karena sebagai 
pemilik sapi atau pemilik modal yang mengeluarkan modal seluruhnya tanpa ada modal lain 
dari pihak pemelihara. Jadi ketika ada masalah pada hewan ternak misalnya karena hewan 
ternak sakit atau mati sudah pasti beban resiko ada pada si pemilik sapi, berhubung sapi 
tersebut milik si pemilik sapi maka si pemelihara sapi tidak bertanggung jawab ketika hewan 
ternak mati dan sakit, mereka hanya bertanggung jawab untuk memelihara dan mengurusi 
dengan baik, namun dengan begitu secara tidak langsung sebenernya si pemelihara ternak 
juga mendapat kerugian karena tidak mendapat keuntungan dari perjanjian ini dikarenakan 
sapi yang diperjanjikan tersebut telah mati.  

Adapun beberapa permasalahan yang dialami dalam perjanjian bagi hasil ini, seperti:  
1. Sapi mati. 

Sapi mati ketika dalam proses pemeliharaan yang dapat merugikan kedua belah 
pihak. Namun ketika sapi mati dengan alasan yang logis atau dapat diterima maka 
pemelihara sapi tidak perlu membayar ganti rugi. 

2. Sapi hilang 
Sapi hilang atas kelalaian si pemelihara sapi maka bisa jadi si pemelihara sapi 

membayar sebagian dari harga sapi. 
3. Pemelihara sapi melanggar prestasi  

Melanggar perstasi dengan cara si pemelihara menjual sapi tanpa sepengetahuan 
pemilik sapi, biasanya dalam masalah ini si pemelihara sapi harus membayar ganti rugi 
secara penuh. 
Beberapa permasalahan diatas seringkali terjadi, namun tidak terlaksananya 

pembayaran ganti kerugian yang berujung pada keributan antar kedua belah pihak. Sering 
juga permasalahan ini sampai mengundang kepala desa atau orang yang dipercayai dapat 
menyelesaikan masalah ini. 

Anggota masyarakat yang sedang melakuan perjanjian tidak akan dapat mencegah 
akibat-akibat berbagai kegiatan yang akan bergesekan satu dengan yang lainnya, didalam 
pergesekan tersebut, tidak dapat terelakkan terjadinya pertentangan-pertentangan yang 
akhirnya akan menjelma sebagai suatu sengketa atau ketidakpahaman yang dapat terjadi 
setiap saat. Keadaan pertentangan tersebut sekilas tampak tidak berarti dan kecil, sehingga 
mungkin saja terabaikan, tetapi tiba-tiba muncul tanpa di perhitungkan sebelumnya. Sengketa 
terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige daad), yakni, perbuatan 
yang memenuhi kualifikasi Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum, yakni setiap 
perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan 
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 
Berdasrkan pengertian perbuatan melawan hukum dimaksud, terdapat 4 (empat) hal yang 
harus di buktikan, yakni adanya unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur 
menubulkan kerugian dan unsur yang menunjukan hubungan kausalitas antara perbuatan 
melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan.Tuntuan ganti rugi inilah yang menjadi awal 
dari sengketa para pihak, yang apabila tidak muncul kesadaran dari para pihak untuk 
menyelesaikan secara damai, akan menjadi sengketa yang berkepanjangan. Dengan 
demikian, hendaknya para pihak lebih mengedepankan upaya-upaya perdamaian. 
 
4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan mencoba menarik 
kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam 
skripsi ini, yaitu: 
1. Bentuk pelaksanaan perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil di Desa Tanah 

Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini dilakukan secara tidak tertulis 
atau secara lisan. Unsur terpenting dari perjanjian bagi hasil ini adalah kesepakatan yang 
bersifat kekeluargaan dan kepercayaan. Unsur ini kemudian dituangkan dalam bentuk 
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perjanjian lisan yang terjadi atas dasar sepakat dan iktikad baik antara pemilik ternak 
dengan si pemelihara.  

2. Masalah yang dihadapi dalam perjanjian pemeliharaan ternak sapi secara bagi hasil di 
Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini meliputi:  
Adapun beberapa permasalahan yang dialami dalam perjanjian bagi hasil ini, seperti: 

1. Sapi mati. 
Sapi mati ketika dalam proses pemeliharaan yang dapat merugikan kedua belah 
pihak. Namun ketika sapi mati dengan alasan yang logis atau dapat diterima maka 
pemelihara sapi tidak perlu membayar ganti rugi. 

2. Sapi hilang 
Sapi hilang atas kelalaian si pemelihara sapi maka bisa jadi si pemelihara sapi 
membayar sebagian dari harga sapi. 

3. Pemelihara sapi melanggar prestasi 
Melanggar perstasi dengan cara si pemelihara menjual sapi tanpa sepengetahuan 
pemilik sapi, biasanya dalam masalah ini si pemelihara sapi harus membayar ganti 
rugi secara penuh. 

4. Upaya penyelesaian sengketa jika terjadi kerugian akibat ternak mati adalah diselesaikan 
dengan cara bermusyawarah kekeluargaan.  

musyawarah ini baik antar pihak keluarga kedua belah piha dan ada juga yang 
melibatkan kepala desa atau mbah kateman sebagai orang yang dituakan Di Desa Tanah 
Rakyat Keamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Biasanya para pihak patuh terhadap 
hasil musyawarah yang kedua belah pihak lakukan. Para pihak mengambil jalan 
musyawarah karena para pihak sudah saling mengenali satu sama lain sebelum 
melakukan perjanjian, dan tidak jaran juga mereka memiliki ikatan  saudara. para pihak 
sangat antusias menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah kekeluargaan, karena 
dapat menjaga hubungan kekerabatannya dan para pihak sangat menerima keputusan 
yang dihasilkan dengan cara musyawarah kekeluargaan/berdamai. 
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